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BAB I 

PENDAHULUANn 

 

1.1 LatarrBelakanggMasalah Penelitian 

Dewasaaini, perkembangannilmu pengetahuan dalammbidanggakuntans i 

dapat menciptakan manfaat besar bagi dunia usaha. Perkembangan IPTEK yang 

begitu pesat menciptakan sebuah sistem yang dapat digunakan pelaku usaha untuk 

bekerja secara lebih efektif dan efisien. Akan tetapi, selain memberikan dampak 

positif perkembangan zaman yang begitu pesat juga dapat memberikan dampak 

negatif dan permasalahan yang signifikan. Salah satu permasalahan dalam bidang 

akuntansi yang sering terjadi adalah masalah kecurangan (fraud) yang dimana 

kecurangan ini bersifat kompleks yang dapat merugikan pihak tertentu (Widyawati, 

2018).  

Kecurangan akuntansi (fraud) menjadi suatu permasalahan yang selalu 

menyita perhatian publik (Wahyuni dan Tiara, 2018). Widyawati (2018) 

menyatakan bahwa kerugian akuntansi juga tidak dapat dianggap hal biasa karena 

seringkali kerugian atas kecurangan ini bernilai material yang dapat membuat 

beberapa pihak sangat dirugikan. Akmal (2012) menyatakan bahwa kecuranganhdi 

rancang untu memanfaatkanrpeluang-peluanghsecaraatidakkjujurr yang secara 

langsung maupun tidakhlangsung akan dapatpmerugika pihakklain. Apabila 

kecurangan tersebut dibiarkan begitu saja tentunyasakangmejadi hal yng 

sangatgmerugikanfbagiisuatu organisasi. Tinginya intesitas praktikkkecurangan, 

penipuanedan penggelapaneyangkterjadiipadafsuatu intitusi publi denga segalae 

modus nya dari yang palingbsedehana hinggafyang sangat canggihhdanrrumit , 
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seharusnyagmenyadarka seluruh pihakwuntuk membangunnkomitmennterhadap 

penerapandtatadkelolaqyangbbaikfsecaraekonsiten dan meluast padanseluruh 

lapisanbmasyarakat (Zarlis, 2018).  

Kecuranganzakutansi tidakghanyagterjadizpadafdunia usaha ataupada 

sektorrswasta. Namun seringkali jugag terjadiepadamsektorxpublikrya ng 

melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan mengelola pemerintahan. 

Sebagai suatu organisasi sektor publik, pemerintahhpusattmaupunbpemerintah 

daerahemelaksanaka amanatuntuk mejalankan tugas pemerintahn berdasarkan 

peraturan. Pemerintah daerah sebagai penyedia sarana dan prasarana umum 

memiliki Badan PengelolaanzKeuanganvdan Asett Daerahd(BPKAD) yangt 

betugas dalam bidan peneriman, belanjaa daerah, ppembiayaan, dan asetydaerah 

dengan tujuan mampu untuk mengelola keuangantdangaset- asetfdaerah. BPKAD 

merupakanf unsur penunjang dalam urusandpemerintahan dibidanghkeuangan 

yangsmenjadiykewenanganedaerah.  

Dalamzmenjalankan kegiatan di bidang pemerintahan, BPKAD 

berlandaskan atas visi berikut “Profesional dan Prima dalam Mengelola 

KeuangancdantAsetvdDaerah MenujuuKarangasemmCerdas, Bersihs dan 

Bemartabat Belandaskanx Trix Hitax Karana”. Visi tersebut mengandung unsur 

profesionalisme, prima dan mengelola keuangan dan aset daerah. Profesional 

berarti sebuahk kondisiy yangd harusq adat dan7dimilikigdalamymellaksanakan 

kewenangaan, tugast dan fungsiodengan komitmen, tanggungjawab, kritisy dan 

cepatytanggap. Primaddalam3artian pelayanangyang diberikan dalam bidang 

administratif secara akomodatif, efektif dan efisien. Selain profesional dan prima, 

unsur lainnya yang terkandung adalah mengelola keuangan dan aset daerah.  
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Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah 2018 BPKAD Kabupaten 

Karangasem dipaparkan mengenai isu strategis untukxmendukunghtecapainya visi 

dan misiipembanguunan daerahpdalamejanka waktutertentu yang tekaittdengan 

perencanaanfdanpelaksanaannya. Beberapa permasalahan BPKAD Kabupaten 

Karangasem diantaranya: (1) belum sempurnanya regulasi perpajakan untuk 

peningkatan pendapatan pajak, (2) belum optimalnya pemanfaatan teknologi 

informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah, (3) kondisi aset daerah yang 

belum sepenuhnya tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (4) percepatan 

penerapan transaksi non tunai merupakan salah satu bentuk pencegahan korupsi, 

namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala.  

Pemerintah daerah tentunya mengharapkan Pendapatan Asli Daerah nya 

meningkat tiap tahunnya yang menunjukkan bahwa pengelolaan yang diterapkan 

telah terlaksana dengan secara optimal. Perbandingan jumlah PendapatanxAslii 

Daerahi(PAD) pada6kabupaten/ kotaa diBali tahun 2016 dan 2017 disajikanlpadat 

tabell1.1 berikut. 

  Tabel 1.11 
Perbandingan JumlahgPendapatan Asli DaerahsKabupaten/ KotatdiiBalii  

Tahuni2016 dan 2017 

 

No Kabupaten/Kota 
Tahun Persentase 

Peningkatan 
(Penurunan) 

2016 2017 

1 Kab. Jembrana 114,533,487.00  121,342,475.00  6% 

2 Kab. Tabanan 318,083,799.00  426,635,751.00  34% 

3 Kab. Badung 3,563,459,640.00  4,172,457,396.00  17% 

4 Kab. Gianyar 529,864,618.00  662,753,475.00  25% 

5 Kab. Klungkung 134,142,054.00  153,210,776.00  14% 

6 Kab. Bangli 104,829,402.00  104,592,163.00  0% 

7 Kab. Karangasem 318,083,799.00  198,575,057.00  -38% 

8 Kab. Buleleng 282,113,900.00  455,195,426.00  61% 

9 Kota Denpasar 807,050,192.00  1,008,710,712.00  25% 

10 Provinsi Bali 3,041,195,258.00  3,398,472,278.00  12% 
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No Kabupaten/Kota 
Tahun Persentase 

Peningkatan 
(Penurunan) 

2016 2017 

Jumlah 9,213,356,149.00  10,701,945,509.00   16% 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020 

 
Berdasarkanqdata3pada5tabelz1.1, dapatddilihatzbahwa Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) pada tahun 2017 untuk seluruh kabupaten/kota di Bali mengalami 

peningkatan sebesar 16% dari tahun 2016. Peningkatan yang paling signifikan 

terjadi di Kabupaten Buleleng dari Rp 282.113.900 menjadi Rp 455.195.426 di 

tahun 2017, mengalami peningkatan sebesar 61%. Sementara itu, Kabupaten 

Karangasem pada ltahunl 20177 mengalamid penurunan PAD yang 

cukupssignifikanudari Rp 318.083.799 menjadi Rp 198.575.057 di tahun 2017, 

mengalami penurunan sebesar 38%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan 

keuangan di Kabupaten Karangasem masih cukup rendah karena PAD nya menurun 

signifikan di tahun 2017. Selain perbandingan tahun 2016 dan 2017 dapat juga 

dilihat perbandingan PAD pada tahun 2017 dan 2018 yangidisajikan padaytable 

1.2aberikut. 

Tabel 1.21 
Perbandingan JumlahrPendapatan Asli DaerahkKabupaten/Kota diyBali  

Tahun62017 dan 2018 
 

No Kabupaten/Kota2 
Tahun Persentase 

Peningkatan 
(Penurunan) 

2017 2018 

1 Kab. Jembrana 121,342,475.00  126,477,267.00  4% 

2 Kab. Tabanan 426,635,751.00  363,370,469.00  -15% 

3 Kab. Badung 4,172,457,396.00  4,555,716,407.00  9% 

4 Kab. Gianyar 662,753,475.00  770,204,849.00  16% 

5 Kab. Klungkung 153,210,776.00  186,974,284.00  22% 

6 Kab. Bangli 104,592,163.00  122,686,254.00  17% 

7 Kab. Karangasem 198,575,057.00  200,361,247.00  1% 

8 Kab. Buleleng 455,195,426.00  335,555,494.00  -26% 

9 Kota Denpasar 1,008,710,712.00  940,110,335.00  -7% 
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No Kabupaten/Kota2 
Tahun Persentase 

Peningkatan 
(Penurunan) 

2017 2018 

10 Provinsi Bali 3,398,472,278.00  3,718,499,635.00  9% 

Jumlah 10,701,945,509.00  11,319,956,241.00  6% 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020 

 

Berdasarkanvdatarpadartabel 1.2, terlihatgbahwa perbandingan PAD tahun 

2017 dengan tahun 2018 menunjukkan bahwa secara keseluruhan adanya 

peningkatan sebesar 6% dari tahun sebelumnya. Sejak tahun 2017, Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Karangasem mengalami penurunan yang sangat drastis. 

PAD Karangasem mengalami penurunan Rp 63,9  miliar lebih dari target induk 

tahun 2019 sebesar Rp 276 miliar lebih. Turunnya PAD bertanda langkah yang 

dilakukan tidak sesuai dengan rencana awal. BKPAD dinilai jarang turun ke 

lapangan melakukan inspeksi mendadak (sidak), sehingga adanya kecenderungan 

kecurangan dalam pengelolaan PAD tersebut (Tribunnews, 2019). 

Struktur PAD Kabupaten Karangasem terdiriidariipajakfdaerah, reribusi 

daerah, hasilgpengelolan kekayaanydaerahzyang di pisahkan dan PAD lainya 

yang4sah. Kinerja pencapaian target PADsKabupaten Karangasem tahun 2018 

disajikan pada tabelt1.3 berikut.  

Tabel 1.31 
Tingkat CapaiandPAD Tahun3Anggaran 2018 

 

Jenis PAD Targetd(Rp) Realisasiy(Rp) 
Persentase 

(%) 

Pajak Daerahxxx 116.501.484.429,82 91.995.240.970,84 78,96 

Retribusi Daerah 18.362.770.000,00 13.199.321.374,00 71,88 

Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 
Yang Dipisahkan  11.741.521.666,18 10.750.650.743,67 91,56 

Lain-lain PAD yang 

Sah 87.394.223.904,00 84.416.524.743,28 96,59 
Jumlah 234.000.000.000,00 200.361.737.831,79 85,62 

Sumber: Laporan Kinerja BPKAD Tahun 2018 
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Tingkat capaian PAD tahun 2018 tertinggi diperoleh dari sektor lainnyadari 

PAD yangssah. Sementara PAD Kabupaten Karangasem terendah di perolehsdari 

retribusifdaerah. Salah satu sumber PAD1Kabupaten Karangasem dari pajak daerah 

sejalan dengan berkembangnya pariwisata di KabupatenjKarangasem. Pendapatan 

AslifDaerah tentunya memilikiykontribusi dalamapendapatan daerahv untuk 

pembangunan di Kabupaten Karangasem yang dapat dilihat dari segi 

kontribusi6PADc terhadapc totalcpendapatan daerah. Berikut disajikan kontibusi 

realisasi PAD pada pendapatansdaerahtdisajikan pada tabel 1.4 di bawahzini. 

Tabel 1.41 

KontribusitPAD terhadap4Pendapatan8Daerahpdari Tahun 2015-2017 
 

Tahun Pendapatan Daerah (Rp) PAD (Rp) Persentase (%) 

2015 1.384.754.059.466 242.486.180.423 17,51 

2016 1.463.867.316.131 232.602.570.475 15,89 

2017 1.525.846.347.781 198.575.058.249 13,01 

Sumber: BPKAD Kabupaten Karangasem, 2018 
 

Dilihat dari segi kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah 

menunjukkan pendanaan pembangunan di Kabupaten Karangasem masih sangat 

ketergantungan kepada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Lebih khusus lagi 

apabila dilihat kontribusi PAD terhadap total pendapatan pada tahun 2017 

menuruncdarictahuncsebelumnya, halini dikarenakan total pendapatanbdaerah 

sedangkan PAD mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada sisi 

perkembangan penerimaan PAD mengalami penurunan yang disebabkan 

penurunan potensi pajak sebagai akibat erupsi Gunung Agung. 

Menurunnya PAD disebabkan target di beberapa sektor pajak dan retribusi 

tidak terealisasi dengan baik. Seperti pajak dari batuan mineral bukan logam, 

retribusi tempat rekreasi olahraga defisit hingga lebih dari Rp 10 miliar yang 

dimana di targetkan sebesarfRp 16,2 miliar lebih di induk 2019. Banyak pengusaha 
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batu mineral bukan logam yang pajaknya tidak dipungut karena tak berizin. 

Sebagian besar truk membeli pasir dan batu di perusahaan tak berizin karena 

harganya lebih murah (Tribunnews, 2019).  

Dalam sidakk yang dipimpinnlangsung oleh Ketua DPRD Karangasem, I 

Gede Dana bersamaaWakil Ketua, I Nengah Sumardi dan Komisi III tersebut, 

Dewan mendapati puluhan trukklalu lalanggmegangkut materiallpasir. Yang 

menjadiisorotan justruusetelah di cek kepos pengawasanhpajak, bukannya 

menemukannfakturrpajak, dewan justru mendapatiipuluhan kupon putih 

menyerupai karcis parkir yang di dalamnya tertulis sejumlah namaatokoh sebagai 

penanggungjawabnya (beritabali.com, 2019). BahkannKetua DPRD 

Karangasemimenuding BPKAD belummbecus mengamankannaset-aset daerah 

yang berpotensi menghasilkan seperti galian C (baliexpress, 2019). Hal ini tentunya 

mengindikasikan adanya tindak kecurangan yang menyebabkan menurunnya PAD 

Kabupaten Karangasem karenaapihak-pihak tertentu yang 

mengambillkeuntungannuntukkkepentingan pribadi.  

Sebagai aksi nyata BPKAD menyikapi penurunan PAD banyak upaya yang 

telah dilakukan dalam mengoptimalkan PAD melalui beberapa sektor sumber PAD 

tersebut. Peningkatan pelayanan perpajakan terus dilakukan dengan Modernisasi 

Perpajakan Daerah melalui Sistem Online Perpajakan sebagaimana Perda No. 3 

Tahun 2018 tentang Sistem Online Pajak Daerah. Sistem online pajak meliputi 

online pembayaran, online pelaporan SPTPD, online pelaporan/ perekaman data 

transaksi, dan online informasi dokumen perpajakan daerah. Bupati Karangasem 

mengapresiasi pelaksanaan Gathering Pajak Hotel dan Restoran ini agar terus dapat 

dilakukan sehingga adanya sinergitas dan optimalisasi pemungutan perpajakan 
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daerah (BPKAD, 2019). Melalui modernisasi sistem perpajakan tentunya 

diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pengelolaan pajak 

daerah.  

Kecurangan dapat dicegah dengan mengeliminasi faktor-faktor pendorong 

timbulnya kecurangan (fraud) itu sendiri. Penelitian ini mengkaji mengenai 

pencegahan fraud yangdapatxdilakukan untuk meminimalisire atau bahkan 

menhilangkan kecurangan yang terjadi, sehinga jelas memiliki hubungan dengan 

fraud diamond yang menjelaskan ada empat hal yang dapat memengaruhiyseorang 

untukjmelakukanzikecurangan, sehingga dalamkpenelitin inifakan dibahas 

bagaimana mencegah kecurangan tersebut dengan beberapa variabel yang akan 

diuji yakni komitmen organisasi, budaya Tri Hita Karana dan whistlebloowing 

system. 

Suatu kecurangan dapat dicegah dengan meningkatkan komitmen 

organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab untuk kepentingan 

bersama. Komitmen organisasi mereflekasikan loyalitasykaryawan dancprosest 

bekelanjutan dimana anggota organisasiomengekspresikn perhatianfterhadapf 

organisasiwsertawkeyakinanwuntuk menerimaynilaiydan tujuanyorganisasi. Akan 

tetapi, individu yang serakah memicu perbuatan yang tidak jujur dan mengabaikan 

tanggungjawabnya demi memenuhi kepentingan pribadinya. Kurangnya komitmen 

pegawai terhadap organisasi dapat dipicu karena adanya kebutuhan pribadi yang 

mendesak pegawai lebih mementingkan kepentingan pribadinya yang dapat 

menghambat tujuan organisasi (Laksamana, 2019). Apabila dikaitkan dengan visi 

BPKAD Kabupaten Karangasem yang dimana salah satu unsurnya adalah 

profesionalisme yang didalamnya terdapat komitmen dan tanggungjawab individu 
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dalam bekerja. Berlanjutnya programnyang direncanakan 

padavrencanaxkerjactidak terlepas dari pemahaman dan komitmen yang sama 

seluruh stakeholder pembangunan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk 

mencapai sasaran, tujuan serta visi dan misi yang ditetapkan.  

Penelitian mengenai komitmen organisasi telah banyak dilakukan dengan 

hasil penelitian yang berbeda-beda. Hasilppenelitianyyangddilakukanooleh 

Ibrahim (2015) menyatakan bahwakkomitmen0organisasimmemilikippengar uh 

yangdsignifikan6terhadap6variabel pencegahannfraudfpengadaanbbarang. Hasil 

yangdsama juga diperoleh3oleh Dewi (2017) yangmmenyatakanbbahwa komitmen 

organisasi berpengaruhpositif signifikan terhadapppencegahanffraud. Sementara 

itu, hasillpenelitianqyangrdilakukanooleh Ayutri daniBaihaqi (2016) 

menyatakankbahwa komitmen organisasip tidak bepengaruh trhadap 

pencegahanhfraud. 

Selainyitu, upayaalain yangddapatddilakukan untk mecegahtterjadinya 

kecurangan adalah penerapan budayaiorganisasi. Nilai- nilaihbudaya berfungsii 

menjadi dasar dalam berperilakuubagi setiap bagian yangvada dalam8suatu 

organisasiguntuk melangkah dalam aktivitasnya (Widyawati, 2018). Salah satu 

budaya organisasi yang berbasis kearifan lokal yang dapat memberikan rasa jera 

dan rasa malu terhadap perbuatannya berupa budaya lokal TriiHitaaKarana. 

KonseppTHKimenjadi sebuah konsepl harmonisasii hubunganhyang di jagaadan 

melekat di dalam kehidupan masyarakati Hinduu Balii meliputi: prahyangan 

(hubunganmmanusiaddengantTuhan), pawongan (hubunganaantarrmanusia), dan 

palemahan (hubunganzmanusiaadenganllingkungan) yang sumbernya dari 

kitabbsuci agama HinduiBhagawaddgGita (Riana, 2010). Melalui penerapan 
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budaya organisasi ini tentunya individu akan berupaya menjaga hubungan yang 

baik, sehingga akan menghilangkan niat seseorang untuk melakukan suatu 

kecurangan.  

Maka dengan demikian suatu instansi pemerintah juga harus memegang erat 

konsep THK ini agar mampu menjadi tumpuan untuk tidak bertindak curang dalam 

bekerja. Semakin kuat budaya THK yang diterapkan pegawai tentunya akan 

semakin rendah niat untuk melakukan kecurangan karena dengan THK yang baik 

akan meciptakan hbungan yang harmonisz antara manusia denganxpencipta, 

sesame manusiaydan manusiaedengan6llingkungan. Apabila dikaitkan dengan visi 

BPKAD Kabupaten Karangasem bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan program 

kerja denganbudaya TrilHitaiKaranaiyangidimana hal ini ada pada visi intstansi 

tersebut.  

Selain budaya organisasi dan komitmen organisasi, upaya 

pengungkapannterhadap pelakuykecurangan oleh pihak-pihak yang mengetahui 

pelanggaran juga mampu meminimalisir adanya kecurangan dalam suatu entitas 

atau instansi. Nugroho (2015) menyatakan bahwa penanganan whistlebloowing 

systemHyangbaik diharapkanuakan menambahkkesadaranfbahwa0pegawai 

pemerintahf harus teruss menjagaa integritassnya.  

Penelitian mengenai whistlebloowing system pernah dilakukan oleh 

Wardana (2017) yang memperoleh hasil bahwa whistlebloowing system 

berpengaruhxpositiffdan siggnifikan terhadap3pencegahan fraud. Hasilzyang 

samatjugazdiperoleh oleh2Wahyuniidan Tiara (2018) yang menyatakan4bahawa 

whistlebloowing systemymemiliki pengaruh terhadapppencegahan kecurangan.  

Sementara itu, hasil penelitian Nugroho (2015) memperoleh hasilbberbeda 
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bahwaiwhistlebloowing system tidakxberpengaruh4terhadap4pencegahan fraud. 

Selviyana (2017) juga menyatakan bahwa whistlebloowing systemxtidak 

berpengaruuh terhadapdpencegahanffraud melaluifperilakuwetis. 

Sesuai pemaparan di atas bahwa masih adanya potensi kecurangan yang 

terjadi dalam pengelolaan PAD Kabupaten Karangasem. Kecurangan ini terjadi 

karena masih rendahnya pencegahan yang dilakukan. Dengan permasalahan yang 

telah dijelaskan sebelumnya bahwa masih kurangnya komitmen untuk menjaga 

organisasi. Hasil observasi peneliti ke tempat penelitian dapat dikatakan bahwa 

organisasi masih kurang optimal dalam menerapkan budaya Tri Hita Karana. Hal 

ini terlihat dari tidak diterapkan konsep palemahan yang dalam hal ini kurangnya 

partisipasi pegawai dalam ikutsertaan dalam menjaga lingkungan, sehingga tidak 

terpancar suasana kerja yang kondusif. Selain itu, secara statistik pada 

Kabupaten/Kota di Bali hanya PAD Kabupaten Karangasem yang mengalami 

penurunan signifikan di tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Hal ini menunjukkan 

bahwa belum optimalnya pelaksanaan visi misi yang telah dikaji sebelumnya.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian Widyawati (2018) dengan judul 

“Pengaruh Whistleblowing7System, MoralitasaAparat, danbBudayatTrihHita 

KaranatTerhadap Pencegahan4Fraud8pada SatuanhKerjapPerangkatrDaerah 

Kabupaten3Badung”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Widyawati 

(2018) adalah pada variabelgdependen yakni pencegahan0fraud. Untuk variabel 

independenryang sama yakni whistlblowing systemsdan budaya Tri Hita Karana. 

Sementara itu, perbedan penelitianqiniudengan penelitiandWidyawati (2018) 

adalah5ditambahkannya variabeljkomitmen organisasi pada penelitianuini.  

Mengenai tempat dan waktu penelitian juga berbeda mengingat bahwa hasil 
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penelitian tidak dapat digeneralisasikan pada tempat yang berbeda apalagi pada 

waktu yang berbeda, sehingga diperlukan adanya penelitian kembali untuk menguji 

variabel-variabel yang pernah diteliti oleh Widyawati (2018).  

Peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai pencegahan fraud 

didasarkan pada permasalahan yang terjadi di Kabupaten Karangasem. Seperti yang 

telah dipaparkan sebelumnya bahwa bidang pariwisata di Karangasem mulai 

berkembang begitu pesat sejalan dengan konsep Tri Hita Karana berlandaskan 

budaya dan spritual. Secara rasional, hal ini memungkinkan banyak wisatawan 

yang akan berkunjung ke Karangasem sehingga akan meningkatkan pendapatan asli 

daerah. Akan tetapi, sesuai data yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa PAD 

Kabupaten Karangasem menurunksignifikansdarigtahun ketahun. Halxmenarik 

dari penjelasan ini5adalah adanya kecenderungan terjadinya kecurangan yang 

menyebabkan penurunan PAD dari tahun ke tahunnya.  

Empat sektor sumber PAD Kabupaten Karangasem seluruhnya penting 

untuk diperhatikan pemerintah daerah guna optimalisasi PAD untuk kesejahteraan 

masyarakat Karangasem. Hal inilahxyang menjadixalasandpenelitivingin 

melakukangpenelitianrpada BPKAD Karangasem disamping data statistik 

mengenai pendapatan asli daerah Karangasem yang telah dipaparkan sebelumnya. 

Selain itu, mengenai ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya juga 

memotivasi peneliti untuk meneliti kembali mengenai pencegahan fraud dengan 

mengangkat judul “Pengaruh Komitmen Organisasi, Perspektif BudayacTrih 

Hitag Karana, dan Whistlebloowing System TerhadapfPencegahanhFraud”.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

diidentifikasikan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1) Pada tahun 2017, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karangasem 

mengalami penurunan signifikan yakni mencapai 38% dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. 

2) Pada tahun 2018, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karangasem 

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017. Akan tetapi, peningkatan 

tersebut tidak signifikan yakni hanya sebesar 1%. 

3) Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 ditargetkan 

sebesar Rp. 234.000.000.000, sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp. 

200.361.737.831,79 atau hanya sebesar 85,62% dari PAD yang ditargetkan. 

4) Kontribusi PAD terhadap total pendapatan pada tahun 2017 mengalami 

penurunan dari tahun sebelumnya. 

5) Terdapat beberapa permasalahan BPKAD Kabupaten Karangasem diantaranya: 

(a) belum sempurnanya regulasi perpajakan untuk peningkatan pendapatan 

pajak, (b) belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam 

pengelolaan pendapatan daerah, (c) kondisi aset daerah yang belum sepenuhnya 

tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (d) percepatan penerapan 

transaksi non tunai merupakan salah satu bentuk pencegahan korupsi, namun 

dalam pelaksanaannya masih banyak kendala.  

1.3 Pembatasan Masalah 

Dengan keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti dan agar penelitian dapat 

terfokuskan dengan baik, maka peneliti membatasi penelitian hanya menganalisis 
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pengaruh tiga variabel yaitu komitmen organisasi, perspektif budaya Tri Hita 

Karana, dan whistlebloowing system terhadap pencegahan fraud.   

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

1.4.1 Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan 

fraud? 

1.4.2 Apakah perspektif budaya Tri Hita Karana berpengaruh positif terhadap 

pencegahan fraud? 

1.4.3 Apakah whistlebloowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan 

fraud? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilaksanakannya 

penelitian ini, yaitu: 

1.5.1 Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi pada pencegahan fraud.  

1.5.2 Untuk mengetahui pengaruh perspektif budaya Tri Hita Karana pada 

pencegahan fraud. 

1.5.3 Untuk mengetahui pengaruh whistlebloowing system pada pencegahan 

fraud. 

 

1.6 Manfaat Hasil Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi perkembangan ilmu akuntansi utamanya mengenai pencegahan fraud, 

sehingga kedepannya penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti 

selanjutnya sebagai referensi dan acuan untuk mengkaji penelitian yang 

sejenis. Penelitian ini juga dapat memberikan rasional bahwa budaya jujur 

dan etika yang tinggi dapat mencegah terjadinya fraud. Selain itu, penelitian 

ini juga dapat memberikan analisis menarik mengenai teori fraud, teori 

GONE, komitmen organisasi, Tri Hita Karana dan whistleblowing system. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Melalui penelitian ini, mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman 

khususnya mengenai fraud dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan 

yang diperoleh di bangku kuliah. Selain itu juga dapat melatih mahasiswa 

dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan responden dalam melakukan 

pengumpulan data penelitian. 

 
 
 

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah yang 

dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.  

Melalui penelitian ini, peneliti dapat memberikan sumbangan pikiran 

tentang pengaruh komitmen organisasi, budaya Tri Hita Karana dan 

whistlebloowing system terhadap pencegahan fraud. 

c. Bagi BPKAD Kabupaten Karangsem 
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Melalui penelitian ini diharapakan BPKAD Kabupaten Karangasem 

dapat mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah dengan 

meminimalisir terjadinya kecurangan yang menyebabkan semakin 

menurunnya PAD. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi, 

sehingga dapat memperbaiki pengelolaan keuangan guna menunjang 

keberhasilan pembangunan daerah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


